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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR :9p0 / 00¥ TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang. : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi  di
lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan  Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkasifikasian Informasi
Publik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik
harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan
kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu Keputusan Kepala
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial, Pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kabupaten Purbalingga.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Mengingat



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor42);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010

tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 47 Tahun 2012  tentang Petunjuk
pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

12.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016
tentang Single Data System (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Daftar informasi publik pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam
lampiran  Keputusan ini  merupakan  bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan
dan informasi publik yang dikecualikan.

Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang
wajib tersedia setiap saat.

Informasi Publik yang bersifat Data harus diintegrasikan kedalam Single
Data System untuk Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang
berazaskan kepastian hukum, keterpaduankeakuratan, kemanfaatan,
kemutakhiran dan aksesibilitas.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan  peraturan
perundang - undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas
kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal : 4 Januari 2023
KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAF
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN

PURBALINGGA.
NOMOR
TANGGAL

FORM PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PEVIBANTU DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA

I. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

goo J/ooY TAHUN 2023

JANUARI 2023

= % i . Pejabat yang Menguasai Penanggungjawab Waktu Pembuatan / Bentuk Informasi Jangka Waktu
No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Informasi pemhuag:;: |§jformasi Penerbitan Informasi yang Tersedia Pengy}:fnpanan
1 2 3 4 5 6 7 9
1 Informasi tentang Profil Badan Publik
11 Visi Misi informasi yang berupa visi dan misi Seluruh PNS yang ada di  |Kepala Dinas Awal Periode Hard file &soft file |selama berlaku
lingkungan
DINSOSDALDUKKBP3A
1.2 Tupoksi informasi yang berupa tugas pokok dan|Seluruh PNS yang ada di |Kepala Dinas Awal Periode Hard file &soft file [selama berlaku
fungsi DINSOSDALDUKKBP3A lingkungan
DINSOSDALDUKKBP3A
1.3 Struktur Organisasi Informasi Struktur Organisasi Pada Seluruh PNS yang ada di |Kepala Dinas Awal Periode Hard file &soft file [selama berlaku
DINSOSDALDUKKBP3A lingkungan
DINSOSDALDUKKBP3A
2 Sekretariat
2.1 LKPJ Berupa informasi penyelenggara Kepala Sub Bagian Kepala Dinas 1 tahunan Hard file &soft file selama berlaku
pemerintahan Kabupaten Purbalingga |Perencanaan
padaDINSOSDALDUKKBP3A selama
satu tahun anggaran
2.2 LK-OPD Berisi informasi Laporan Keuangan Kepala Sub Bagian Kepala Dinas Akhir Periode Hard file &soft file |selama berlaku
pada DINSOSDALDUKKBP3A pada Perencanaan dan
tahun 2023 Keuangan
2.3 CALK Berisi informasi Catatan Atas Laporan  [Kepala Sub Bagian Kepala Dinas Akhir Periode Hard file &soft file [selama berlaku
Keuangan pada DINSOSDALDUKKBP3A |Perencanaan dan
tahun 2023 Keuangan




Berisi informasi Dokumen peaksanaan

Kepala Sub Bagian

DPA Kepala Dinag 1 tahunan Hard file &soft file |selama berlaku
Anggaran pada DINSOSDALDUKKBP3A |Perencanaan dan
TA 2023 KXeuangan
25 |RKA dokumen perencanaan dan AU At i) Kepala Dina; Awal Periodde Hard file &soft file |selama berlaku
penganggaran yang berisi rencana Perencanaan dan
pendapatan, rencana belanja program  |Keuangan
dan kegiatan DINSOSDALDUKKBP3A
T.A 2023
26 Renstra dokumen perencanaan Kepala Sub Bagian Umum |Kepala Dinas Awal Periode Hard file &soft file |selama berlaku
DINSOSDALDUKKBP3A untuk periode 5 |dan Kepegawaian
{Ema) tahun
2.7 sPIP Berisi laporan Sistem Pengendalian Kepala Sub Bagian Umum [Kepala Dinas Akhir Periode Hard file &soft file |selama berlaku
Intern Pemerintah pada dan Kepegawaian
DINSOSDALDUKKBP3A
2.8 Asset Daftar Kepemilikan Asset pada Kepala Sub Bagian Kepala Dinas Akhir Periode Hard file &soft file |selama berlaku
DINSOSDALDUKKBP3A Perencanaan dan
Keuangan
28 Oztz Kepegawsian Berisi informasi Kepegawaian pada Kepala Sub Bagian Umum |Kepala Dinas Hard file &soft file
DINSOSDALDUKKBP3A dan Kepegawaian
2.10 Renjz dokumen perencanaan Kepala Sub Bagian Kepala Dinas Awal Periode Hard file &soft file |selama beriakuy
DINSOSDALDUKKBP3A untuk periode |Perencanaan
satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan
3 Bidang Pengendalaian
Penduduk
3.1 Umpan Bazlik Lzporan Dokumen informasi perkembangan Kepala Bidang Kepala Dinas Akhir Periode Bulanan | Hard file &soft file |selama berlaku
Program KKBPK program KKBPK bulanan Pengendalian Penduduk
4 Bidang Pemberdayaan sosial
4.1 Data Bantuan Sasial Berisi informasi dan rekapitulasi BPNT, |Kabid Pemberdayaan Kepala Dinas Tahunan Hard file &soft file {selama berlaku
BST, BPIS PBI JKN Sosial
5 Bidang PPPA




Profil Anak

-Berisi gambaran dan informasi
tentang kondisi anak di kabupaten
purbalingga pada 1 tahun dari aspek
struktur penduduk dan kepemilikan
aktz kelahiran. -
Lingkungan keluarga dan pengasuhan
altemnatif. - Kesehatan
dasar dan kesejahteraan, pendidikan
pedindungan khusus.

Kasi Perindungan Anak

Kepala Dinas

Tribulan Ke 2

Hard file &saft file

selama berlaky

5.2

Profil Gender

-Berisi gambaran secara menyeluruh
tentang kendisi penduduk laki-lzki dan
perempuan di kebupaten purbalingga
pada 1 tahun dr aspek kesehatan, KB,
Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sektor
Usahg, Sektor Publik serta kekerasan
berbasis gender.

Kasi Pemberdayaan
Perempuan

Kepala Dinas

Tribulan Ke 2

Hard file &scft file

selama berlaky

53

Perda PA

- Hzk Anzk
Peran Masyarzkat dan Partisipasi Anak.
- Perlindungan Anzk dan Perlindungan

Kasus - Kelembagaan
dzan Pendztaan.

Kepala Bidang PPPA

Kepala Dinas

90 Hari

Hard file &soft file

selama berlaky

5.4

Perda KLA

Pengaturan penyelenggaraan KLA
untuk mewujudkan pemenuhan Hak
anak dan menjadi acuhan
penyelenggarzan KLA di Daerah.

Kabid PPPA

Kepala Dinas

2018

Hard file &soft file

selama berlzku




rat Edaran KLA

Pelaksanaan Pengembangan
Kabupaten Layak Anak (KLA),
Kabupaten KLA adalah Kabupaten yang
mempunyai sistem pengembangan
berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber
daya pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha yang terencana serta
berkelanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anak dan
perlindungan anak.

Kabid PPPA

Kepala Dinas

asi yang Diumumkan Secara Serta Merta

rosedur Penanganan
‘eadaan Bencana di
ingkungan
)INSOSDALDUKKBP3A

Berisi tentang Jalur evakuasi, simulasi
gempa dan prosedur penganan
bencana

Sub Bag Umpeg

Sekretariat

2019 Hard file &soft file [selama berlaky
2019 Hard & Soft (file, Selama berlaku
jpeg, video dan pdf)

Purbalingga, Agustus 2023
Kepala DINSOSDALDUKKBP3A

KABURATEN PURBALINGGA
r

ENVSOSIATMAN,S.SOS., M.




1. Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

FORM PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBL K
PPID PEMBANTU PADA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA

7 Pejabat yang Penanggungjawab Waktu pembuatan/ | Bentuk Informasiyang |  Jenis Media yang Jangka Waktu
No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Menguasai Informasi | Pembuatan Informasi Penerbitan Informasi Tersedia Memuat Informasi Penyimpanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Prosedur Penanganan Keadaan Berisi tentang Jalur evakuasi, simulasi|Sub Bag Umpeg Sekretariat 2019 Hard & Soft (file, jpeg, Selama berlaku
Bencana di Lingkungan gempa dan prosedur penganan video dan pdf)
DINSOSDALDUKKBP3A bencana
Purbalingga. 4 Jamuari 2023
Kepala DINSOSDALDUKKBP3A

KABUPATEN PURBALINGGA

NI SOSTIATMAN,S.SOS., M.SI




